SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

"PROVINSI JAWA TENGAH |
| PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 117 TAHUN 2021
} kTENTANG -

E
 KEDUDUKAN,, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS,

: SERTA TATA KPT‘RJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN -

| DENGAN RAHMAT TUHAN Y_ANG MAHAESA_

[ BUPATI KARANGANYAR,
Menimbang : .a. Abahwa urusan pemermtahan bldang kears1pan dan_

e . bldang perpustakaan dllaksanakan oleh Dlnas Kear51pan,

; da‘n Perpustakaan; '

- b. bahwa guna kelancaran dan ketertlban penyelenggaraan

Pemerlntahan Daerah maka perlu dlatur struktur tugas 3

dan fungsi, serta tata kerJa _ _ _ ,
c. bahwa berdasarkan pertlmbangan _ sebagalmana
| dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan :
' Pe‘raturan Bupati tentang -Kedudukan, Susunan
Orgamsas1 Tugas dan Fung81 serta Tata Kerja Dinas
el ~Kear31pan dan Perpustakaan, ; . S |
' ‘Mengingat : 1. UrLdang—Undang Nomor' 13 Tahun 1950 vtentangr
e RS Pe‘mbentukan Daerah daerah : Kabupaten dalam
' L L1ngkungan Provinsi Jawa Tengah S ,
2. V-Undang—Undang “Nomor 23 Tahun 2014 téritang |
: Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk :
' Int’:lonesm Tahun 2014 Nomor 244, ’I‘ambahan Lembaran o
Negara Republik Indone31a Nomor 5587) sebagalmana '
telah diubah beberapa kah terakh1r dengan Undang—
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(L(‘ambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhkﬂ'l .

Indones1a Nomor 6573), o



- Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah’ (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahﬁn 2016 Nomor 114, ’Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

d1ubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
.Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah
j '(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019
V'Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones1a Nomor 6402), ‘

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
;lTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

' 'Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 67) sebagaumana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019

'ten‘tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

‘ Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan

Len\qbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

|  MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

- DINAS iKE)ARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.

|

. ~ BABI
“ KETENTUAN UMUM

|
) o | Pasal 1

5 DalamiPefaturah_ Bupati ini yang dimaksud dengan:
2.

Dé@réh adalah Kabupaten Karanganyar.
_ Pcl,‘rn‘eriﬁt'ah ‘Daerah adalah ‘Bupati sebagai unsur
‘peny‘ele'nggéra Pemefintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

|
|



10.

Bupat1 adalah Bupati Karanganyar

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadx
kewenangan Daerah

Sgkretarls Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat
Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah |

yang bertugas rnengoordinasikan Perangkat Daerah.

. Dinas Keaféipan dan Perpustakaan adalah Perangkat

D?erah yang melaksanakan urusan pemerintahan
bi'\dang kearsipan dan bidang perpustakaan.

Képala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah
Dfnas Kearsipan dan Perpustakaan

Unlt Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur

tekms penunJang tertentu Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

. Jabatan Fungs1onal adalah sekelompok Jabatan yang

bens1 fungsi dan r_tugas ‘berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan ‘pada keahlian dan

keterampllan tertentu.

;Subkoordmator adalah pejabat fungsmnal Ahli Muda

yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam
sualltu satuan Kkerja sebagaimana diatur peraturan
penundang-undqngan.tenfang organisasi dan tata kerja
ins)tansi.k |

| |

\ - BAB II

\KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
E

Dinas Kears1pan dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala
. Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada

|

Bupati melalui Sekretaris Daerah.



o

a.

€.

'f.‘

: Pasal 3

o (1) Susunan organisasi Dmas Kears1pan dan Perpustakaan "

‘terdlrl dari: |

‘Kepala Dlnas :

o Sekretanat membawahkari; |
1. Subbagién umum; dan

2. Kelbmpok Jabatén Fungsional

Bldang Kear31pan, membawahkan kelompok J abatan

Fungsmnal

B1dang Perpustakéan, membawahkan kelompok
J abatan Fungswnal |

i

| UPTD; dan.

Kelompok J abatan Fungs1ona1

‘Bagan susunan orgamsas1 Dmas Kearsipan dan

Perpustakaan sebagalmana tercanturn dalam Lampiran

: yang merupakan bag1an yang tidak terplsahkan darly

» Pe\:raturan Bupau ini.

, BAB I _
- TUGAS DAN FUNGSI

’ Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

.Kepala D1nas mempunya1 tugas membantu Bupati dalam

: 'melaksanakan urusan pemerlntahan bldang Kears1pan dan

Perpustakaan yang menJadl kewenangan Daerah dan tugas |
; pembantuan yang dltugaskan kepada Daerah

Pasal 5

: "Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungSL

coa ?pe'r’umus_an kebijakan - b‘idang‘ kearsipan dan

' per‘pustakaan;



e .

b. belaksanaan koordinasi kebijakan kearsipan dan

perpustakaan;

c pélakéanaan kebijakan kéé.rsipan dan perpustakaan;

da}n

d. pqlaksanaan evaluasi dan pél_apbran bidang kearsipan

da{\n perpustakaan.

' \ ; h Bagian Kedua *

i\ . Sekretariat

‘ R  Pasal6

(1) Sekretanat sebagannana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b merupakan unsur pernbantu Kepala
D1nas :

(2) Sekretarlat dipimpin oleh Sekretans, berada di bawah
da‘\n bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

| ° - .
Sekreﬂgris mempunyai tugas melakukan perencanaan

vperum!,usan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,

pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi  pembinaan

ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,
kerjasama keérsipain, dokumen, keorganisasian dan
ketatalaksanaan kehumasan, kepegawaian, p'elayanan.
adm1mstra51

i\ | | | Pasal 8 |
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. perigoordinasién kegiatan;
b. pengoord1nas1an dan penyusunan rencana dan program

| kerja

re perr\xbmaan dan pembenan dukungan administrasi yang

meliputi ~ ketatausahaan, kepegawalan, hukum,
keulangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan
maéYarakat, arsip dan dokumentasi;

d. pen\goordina'sian tatalaksana;

|
|



L

. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

pengoord1nas1an pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemermtah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan

dokumentas1
| ,
penyelenggaraan pengelolaan barang mlhk/ kekayaan

Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
|
pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai

dengan lingkup tugasnya dan

pelaksanaan tugas - lam sesuai dengan tugas dan

fungsmya
] |
\
! | | Pasal 9

: \ : . :
(1) Subbagian = Umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala
Subbaglan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

- (2) Kepala Subbagian Umum sebagalmana dimaksud pada
|

ay?t (1) mempunyai tugas- mempunya1 tugas penyiapan
bahan - perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pertnantauan, evaluasi serta pelapofan meliputi
pembmaan perencanaan keuangan ketatausahaan,
hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian,
keﬁumahtanggaan, kears1pan, - kepegawaian, dan

pelayanan. adm1n1stras1 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

|
Bagian Ketiga
Bidang Kearsipan

|
B
[
|
|
}

Pasél 10
| |

()B1dang Kears1pan merupakan unsur pelaksana

kears1pan

(2) Bldang Kears1pan d1p1mp1n oleh Kepala Bidang, berada -

di bavvah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
|
l
7

l‘




e

Pasal 11

KepaI‘a Bid'ang' Kearsipan ‘sebagaimana dimaksud dalam

Pasal\ 10 - ayat (2) mempunyai tugas perencanaan .

perumusan " dan .. pelaksanaan  kebijakan,

pengkoord1nas1an pemanté.uan, evaluasi dan pelaporan
|

mehput1 penyusunan bahan pembinaan pengelolaan arsip,

_ perhndungan penyelamatan arsip dan membangun jaringan .

‘ 1nformaS1 kearsipan.

L

i : Pasal 12 ,

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 11, Kepala B1dang Kearsipan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebgakan teknis pembinaan, pengawasan,
pengembangan dan pengelolaan kearsipan;

b. pElaksanaan kebijakaﬂ teknis pembinaan, pengawasan,

| pfengembangan dan pengelolaan kearsipan;

c. 'P'emantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pembinaan,
pengawasan, pengembangan dan pengelolaan kearsipan;
dan

- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsmya

|

) B

! Bagian Keempat
Bidang Perpustakaan
|

b ' ‘Pasal 13

- (1) Bldang Perpustakaan merupakan unsur pelaksana

perpustakaan

(2) Bldang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala' Bidang,

berada di bawah ‘dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dmas :

I |
| Pasal 14

Kep'Txla Bidang Perpustakgan sébagaimana dimaksud dalam

Pasé;\l 13  ayat (2), melaksanakan tugas perencanaan

: perumusan "dan  pelaksanaan kebijakan,
" pengkoordlnasmn, pcmantauan evaluas1 dan pelaporan

perpustakaan
J

|
|
|




P

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 14 Kepala Bidang Perpustakaan, mempunyai fungs1

a. penyusunan kebgakan tekms pembmaan pengawasan,
. peTngembangan dan pen’gelolaan perpustakaan;
b. pe\laksanaan kebjjakan teknis pembinaan, pengawasan,
pe‘pgembangan dan pengelolaan perpustakaan;
C. pémantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pembinaan,
' péngawasan' pengembangan dan pengelolaan
perpustakaan dan | |

d. _pelaksanaan tugas 1a1n sesuai dengan tugas dan
fungsmya ‘

| ' | Bagian Kelima

I . UPID

| ~ Pasall6

(1) Un‘fcuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau -
tug\as teknis peﬁunjang pada Dinas Kearsipan dan
Pefpﬁstakaan dapat dibentuk UPTD.

@) UP’fD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenax pembentukan UPTD
dlatur dengan Peraturan Bupat1 tersendm
]‘
1 Bagian- Kecnam
\I\ : Kelompok Jabatan Fungsmnal
| S Pasal 17
(l) Kelompok Jabatan Fungs1onal ditetapkan berdasarkan
pera\turan perundang-undangan berada dibawah dan
berta)\lnggungﬁawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pade{ ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
' beba\ln kerja.
|
|



Pasal 18
()Kelompok Jabatan  Fungsional terdiri dari tenaga
| fungsional yang terbag1 dalam kelompok sesuai dengan
biidang keahliannya.
(2) Jénis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana
: ‘di;mak/sud pada ayat (1), diatur sesuai ,peraturan

p%rundang—undangan. ‘_
| :

\ - Pasal 19
(1) Péda Kelompok = Jabatan Fungsional dapat dibentuk
Subkoordlnator, pahng banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)
b1dang /sekretariat.
- (2) Je'ms dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati
at\as usulan dari Kepala Dinas.
| B Pasal20
Jabatah Fungsional melak'sanakanfﬁgas dan bertanggung
: jawa‘t; kepada Kepala Dinas melalui Subbagian dan/atau
Kepala B1dang/ Sekretaris ~ sesuai - jenis dan jenjang |
Jabatlmnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
tuga§ Jabatan Fungsional.
| .;
BAB 1V
TATA KERJA

* Pasal 21
Kepa_la Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

\ . - Pasal 22
Kepal?a Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta

jabatém, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, standar
konip\etensi jabatan kepada Bupati.

;



, ; Paéal 23 ,
(1) Kepalé Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala |
‘ Subbag1an dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas

mcnerapkan prinsip koord1nas1, integrasi, dan

sir\xkronisasi.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Sﬁbbagian dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas

\

anerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan
(3) 'Kepala ‘Dinas,, Sekretaris, Kepala Bldang, Kepala
Subbagxan dan Kepala UPTD melaksanakan Sistem

Pqngendahan Intern Pemerintah (SPIP).

i .

[ | , Pasal 24

(1) Kepala Dinas Dbertanggung jawab memimpin,
rﬁerigoordinasikan dan memberikan pengarahan

‘ .
t?rhadap pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan
d{an mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
|

| : -

‘ Pasal 25

Kepala Dmas wajib menyampalkan laporan berkala tepat
pada waktunya

|
|
K Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dlnas wajib
| melakukan koordlnaS1 dengan Camat.

BAB V

\

|
B KETENTUAN PERALIHAN
|

|

J | Pasal 27

(1) Rejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan

Bupati ini tetap menduduki jabatannya

dan
n{qelaksanakan tugasnya sampai dengan dxtetapkannya

pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati i ini.
-

|

“i

|

-



(2) Pejabat pelé\ksana »yang ada saa't‘brerlakunya Peraturan‘ |

Bupati ini tetap "ménduduki | jabatannya dan

: melaksahaléan tugasnya sampal dengan dltetapkannya '

~ jabatan fungsmnal §esua.1 dengan ketentuan yang'
'berlal_iu. | o | i

(3) Pejabat pelaksaha | sébagaimana dimaksud pada

ayat (2) bertanggung Jawab kepada pejabat administrasi :

d1 atasnya '

. maBwI
‘ KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

| Dmas Kearsxpan dan Perpustakaan dalam melaksanakan
urusrlm pemenntahan dan tugas pembantuan denganf
Perangkat Daerah prov1n51 bersifat - “koordinatif dan o
L fungswnal untuk menymkronkan pelaksanaan tugas dan

- fungsi masmg-masmg

Pasal 29
Ketentuan leb1h lanJut mengena1 uraian tugas setiap -
jabatan Jdlatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
~ BABVI

' KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada |saat Peraturan Bupat1 1n1 mula1 berlaku, Peraturan

| ‘
‘ Bupat‘l Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, ‘Susunan Orgamsas1 Tugas Fung81 dan Tata
Kerja‘Dmas Kearmpan dan Perpustakaan (Berlta Daerah

f Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 112), dicabut

" dan dmyatakan t1dak berlaku



‘Pasal 31

Pera%turan Bupati ini mulai berlaku pada
diuni\dangkan.

Agar‘\ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
l

dalar’ln Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KARANGANYAR,
B - ttd

JULIYATMONO
- Diundangkan di Karanganyar |

pada tanggal 31 Desember 2021

|
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
|

ttd |

SUTARNO | ,
 BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 117

- EEE

|
IL- -l ‘

EI S
: ‘\

NIP 19756@11 1993903 1 009

|
|
|
\

|

&

tanggal



LAMPIRAN . '
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG | e
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

- FUNGS]I,

Kepala Dinas

TUGAS

DAN |

SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN '
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

1

Bidang Kearsipan

1 | S O 0 G

13 .

) B i 1
IR 28 A D O N N N (0 Ny O B B W )

-

RENN

Kelompok
Jabatan Fungsional

G L i g A I G A B R e A M . B

INEEENNENEENEEN NN

~ Sekretariat
li i
v {0 Y 0 A
Sub Bagian Umum 1] Kelompok EREN
na Jabatan Fungsional 1
NEARNARN NN A AR
Bidang Perpustékaan

UPTD

EERAAREAN NN RN

T ]

M. Kelompok
] Jabatan Fungsional n

ERE

INERNI NN EEE RN,

- BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO



